
 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO 

KECAMATAN GARUNG KABUPATEN WONOSOBO 

 

KEPUTUSAN CAMAT GARUNG KABUPATEN WONOSOBO 

NOMOR: 067/46 / 2023 

 

TENTANG 

 

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN 

KECAMATAN GARUNG KABUPATEN WONOSOBO 

 

CAMAT GARUNG, 

Menimbang : a. berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 

tentang Pedoman Standar Pelayanan bahwa setiap penyelenggara 

pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan standar 

pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan. 

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian kinerja dan kualitas 

penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan 

Standar Pelayanan Di Lingkungan Kecamatan Garung Kabupaten 

Wonosobo; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan 

Camat Garung tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan 

Kecamatan 
Garung Kabupaten Wonosobo; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 

tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 
2005    Nomor    150,    Tambahan Lembaran 



Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5357); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan di 

Daerah; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 

11. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Standar Pelayanan; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peratuan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo 

Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Wonosobo Nomor 10); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Wonosobo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 



2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Wonosobo Nomor 8); 

16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di 

Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo 

Tahun 2014 Nomor 36); 

17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah 

Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 56); 

18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 15 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 

tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati 

Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan. 
  

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :  

KESATU : Standar Pelayanan Di Lingkungan Kecamatan Garung 

kabupaten Wonosobo; 

KEDUA 

 

 

 

 

 
 

KETIGA 

: 

 

 

 

 

 
 

: 

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan tolak 

ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan 

acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara 

kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, 

terjangkau dan terukur di Kecamatan Garung. Lampiran I merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari keputusan ini; 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 
Ditetapkan di Garung 

Pada tanggal 31 Maret 2023 

CAMAT GARUNG 

 
 

AMIN PURNADI, SSTP, MM 

Pembina 

NIP. 19800218 199810 1 002 

 


